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Abstract

The success of the development in a region will be greatly determined by the quality of development
planning. As planning became the sign posts are clear about what the needs of the citizens with has
clear and measurable targets. Development Planning System emphasizes a combination of ap-
proaches between top-down and bottom up, which emphasizes the ways aspirational and participa-
tory, so it is realized through the process of development planning or deliberation Musrenbang
neighborhood start at various levels up to nationwide. This paper is the result of research that are
descriptive studies library which describes the process of implementing E-Musrenbang in Surabaya
with a variety of problems. E-Musrenbang successfully applied in Surabaya at least be innovations in
development planning system in which during this society wants a forum or social contacts among
citizens with the Government in regional development planning. The application of the system of E-
Musrenbang in Surabaya became an important lesson for the construction paradigm of society,
where society is not only made of the objects but rather the subject of development.
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Abstrak

Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah ditentukan oleh kualitas perencanaan pem-
bangunannya. Sebagaimana perencanaan menjadi penunjuk arah yang jelas tentang apa yang men-
jadi kebutuhan warga dengan target yang jelas dan terukur. Sistem perencanaan menekankan kom-
binasi pendekatan antara top-down dan bottom-up, yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan
partisipatif, sehingga hal tersebut diwujudkan melalui proses musyawarah perencanaan pem-
bangunan atau Musrenbang di berbagai tingkatan mulai kelurahan hingga Nasional. Tulisan ini
merupakan hasil penelitian yang bersifat deskriptif dengan studi kepustakaan yang menjelaskan
proses pelaksanaan E- Musrenbang di Surabaya dengan berbagai permasalahannya. Sistem E-
Musrenbang yang berhasil diterapkan di Kota Surabaya setidaknya menjadi inovasi dalam sistem
perencanaan pembangunan dimana selama ini masyarakat menginginkan sebuah forum atau kon-
tak sosial antara warga dengan pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah. Penerapan
sistem E- Musrenbang di Kota Surabaya menjadi sebuah pelajaran penting bagi perencanaan pem-
bangunan berparadigma masyarakat, dimana masyarakat tidak hanya dijadikan objek melainkan
subjek pembangunan.
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1. Pendahuluan

Perencanaan merupakan bagian da-
sar dalam manajemen pembangunan.
Perencanaan pada asasnya berkisar pada
dua hal, pertama adalah penentuan secara
sadar mengenai tujuan-tujuan konkret
yang hendak dicapai dalam jangka waktu
tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimili-
ki masyarakat bersangkutan, dan yang
kedua adalah pemilihan diantara cara-
cara alternatif yang efisien serta rasional
guna mencapai tujuan- tujuan tersebut
(Mustopadidjaja, 2012). Oleh karena itu,
untuk dapat menjalankan suatu pem-
bangunan nasional yang baik diperlukan
suatu perencanaan yang matang sehingga
tujuan- tujuan yang ingin dicapai dan
usaha usaha yang akan dilakukan untuk
mencapai tujuan tersebut dapat dil-
aksanakan.

Di Indonesia, berakhirnya masa
pemerintahan Orde Baru pada tahun
1998 telah merubah secara fundamental
dasar-dasar penyelenggaraan pemerinta-
han. Salah satu yang paling jelas adalah
terjadinya perubahan sistem pemerinta-
han sentralisitik menjadi desentralistik,
yang ditandai dengan lahirnya UU No. 22
tahun 1999 tentang Pemerintahan Dae-
rah, yang kemudian direvisi oleh UU No.
32 tahun 2004. Perubahan tersebut juga
berimplikasi pada sistem perencanaan
pembangunan yang sebelumnya, seperti
apa yang telah disampaikan Bappenas
(2005), dimana proses perencanaan pem-
bangunan lebih banyak diwarnai oleh
permasalahan inkonsistensi kebijakan,
rendahnya partisipasi masyarakat, ketid-
akselarasan antara perencanaan program
dan pembiayaan, rendahnya transparansi
dan akuntabilitas, serta kurang efektifnya
penilaian kinerja. Seiring dengan pem-
berian kewenangan yang lebih luas kepa-
da daerah dalam rangka implementasi
otonomi daerah, maka UU No. 25 tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pem-
bangunan Nasional diterbitkan dalam
rangka mengatasi permasalahan perma-

salahan tersebut (Dasgupta, 2004).

Berbeda dengan sistem
perencanaan sebelumnya yang lebih men-
ganut pendekatan topdown, sistem
perencanaan yang diatur dalam UU No. 25
tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya
menerapkan kombinasi pendekatan anta-
ra top-down dan bottom-up, yang lebih
menekankan cara-cara aspiratif dan
partisipatif. = Dalam tataran global,
kesadaran akan kelemahan pendekatan
top-down dalam kegiatan pembangunan
dan upaya pengentasan kemiskinan telah
mendorong munculnya perhatian pada
peranan partisipasi masyarakat dan
pentingya memahami dinamika masyara-
kat dan pemerintah daerah serta in-
teraksinya dengan pemerintahan yang
lebih tinggi (Dasgupta, 2004).

Terbukanya ruang partisipasi dan
aspirasi masyarakat yang lebar kemudian
mendorong anggota masyarakat untuk
dapat bergerak bersama dalam menyam-
paikan aspirasinya. Dalam sebuah studi
menunjukkan bahwa peran aksi kolektif
dalam membuat suara masyarakat lebih
terdengar dan membuka peluang untuk
memberikan pengaruh terhadap kepu-
tusan-keputusan sebuah institusi
mengenai pelayanan publik (Teguh,
2004). Aksi kolektif tersebut kemudian
mendorong masyarakat lebih siap untuk
terlibat dalam proses partisipasi. Pen-
dekatan top-down dan partisipatif sesuai
amanat UU No. 25 tahun 2004 terwujud
dalam sebuah bentuk rangkaian musren-
bang yang dilakukan secara berjenjang
dari mulai tingkat desa, kecamatan dan
kabupaten.

Rangkaian forum musrenbang ini
menjadi bagian dalam proses penyusunan
sistem perencanaan dan anggaran untuk
pelaksanaan kegiatan pembangunan se-
tiap tahunnya. Melalui musrenbang,
masyarakat berpeluang menyampaikan
aspirasi mereka dan berpartisipasi dalam
menghasilkan dokumen perencanaan
pembangunan yang sesuai dengan kebu-
tuhan masyarakat.
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Seiring dengan perkembangan za-
man dan kebutuhan untuk semakin mem-
buka ruang partisipasi dan aspirasi
masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan di daerah, rangkaian forum
musrenbang tak hanya diwujudkan me-
lalui instrument yang manual dan formal
seperti yang dilakukan selama ini. E-
Musrenbang merupakan sebuah inovasi
dalam sistem perencanaan pembangunan
daerah dengan mengadopsi perkem-
bangan teknologi, informasi dan komu-
nikasi. Keberadaan E- Musrenbang dinilai
mampu membuka ruang partisipasi
masyarakat dari segala tingkatan untuk
memberikan aspirasi  terkait pem-
bangunan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Sudah banyak daerah yang
dinilai berhasil menerapkan sistem E-
Musrenbang sebagai salah satu instrumen
perencanaan pembangunan seperti di Ko-
ta Surabaya, Tangerang Selatan, DKI Ja-
karta, Sumatera Selatan dan bahkan da-
lam perencanaan pembangunan Nasional
pun Bappenas kini mulai menggunakan
sistem berbasis teknologi dan informasi
tersebut.

Pola sistem komunikasi E- Musren-
bang ini dinilai mampu menjadi sebuah
inovasi dalam proses perencanaan pem-
bangunan di Indonesia dan seluruh dae-
rah karena penerapan aplikasi e-
Musrenbang menyajikan data akurat,
kegiatan tepat sasaran, pengelompokkan
jenis usulan pekerjaan lebih mudah hing-
ga memperpendek waktu rekapitulasi da-
ta usulan. E-Musrenbang ini nantinya
meliputi perencanaan yang perwujudann-
ya adalah proses musrenbang Tingkat Ke-
lurahan, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kota
(Forum SKPD dan Musrenbang Tingkat
Kota), bergulir terus menjadi KUA-PPAS
(Kebijakan Umum Anggaran- Penetapan
Plafon Anggaran Sementara), penetapan
R-APBD yang dirapatkan dengan legislatif,
sampai pada penetapan APBD. Sistem ap-
likasi E-Musrenbang ini berbasis internet
sehingga penerapannya tidak hanya
sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 ten-

tang sistem perencanaan pembangunan
melainkan Inpres No. 3 tahun 2003 ten-
tang Kebijakan Strategi Nasional El-
ektronik Government (E-Government).

Berdasarkan pada penelitian dan
hasil publikasi sebelumnya yang secara
spesifik membahas terkait E-Musrenbang
dan pentingnya teknologi dalam proses
pembangunan masyarakat dibahas oleh
Angeline, Evelina, & Siregar (2016)
dengan melakukan perbandingan tingkat
keberhasilan penggunaan Government
Digital Public Services antara DKI Jakarta
dan Kota Surabaya sebagai kota terbesar
di Indonesia. Perbandingan ini berdasar-
kan pada kesiapan, keterampilan dan
kompetensi sumber daya manusia, hingga
respon masyarakat yang belum memper-
dulikan keberadaan layanan yang dise-
diakan.

Bahasan tentang E-Musrenbang di-
jelaskan oleh Masrizal (2016) dalam kai-
tannya dengan keberhasilan sistem ini
dalam memberikan edukasi kepada ke-
lompok perempuan di Aceh yang menga-
dakan musyawarah rencana aksi per-
empuan dan hubungannya dengan
rencana pembangunan kampung di dae-
rah tersebut.

Sedangkan  artikel ini  akan
menganalisa keberadaan E-Musrenbang
sebagai sebuah inovasi dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional yang
dinilai mampu mengakomodir kebutuhan
masyarakat (pendekatan partisipatif) da-
lam proses perencanaan pembangunan
daerah yang berkualitas khususnya di
daerah Surabaya. Selain itu, apakah
keberadaan E-Musrenbang sudah cukup
efektif dalam sistem Perencanaan Pem-
bangunan Nasional sesuai dengan UU No.
25 tahun 2004.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif
dengan studi kepustakaan (library re-
search), yang menerangkan pelaksanaan
e-Musrenbang di Surabaya dengan
berbagai permasalahannya. Library re-
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search merupakan penelitian yang dil-
akukan berdasarkan informasi dari pub-
likasi ilmiah, penelitian terdahulu, atau-
pun sumber tertulis lain yang men-
dukung. Sumber informasi utama dalam
penelitian ini diperoleh melalui analisis
publikasi hasil penelitian sebelumnya dan
dokumen lain yang terkait dengan tujuan
kajian. Dalam penelitian ini, proses anali-
sa data yang digunakan adalah analisa da-
ta kualitatif. Analisis dan interpretasi atau
penafsiran ini dilakukan dengan merujuk
kepada landasan teoritis yang berhub-
ungan dengan masalah penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Keberhasilan pembangunan di suatu
wilayah pemerintahan akan sangat diten-
tukan oleh bagaimana kualitas
perencanaan pembangunannya. Seperti
dipahami bahwa perencanaan akan
menunjukan arah yang jelas tentang apa
yang menjadi kebutuhan warga dalam
periode tertentu. Dengan perencanaan,
semua kegiatan pembangunan dalam
berbagai sektor memiliki target yang jelas
dan terukur. Oleh karena itu perencanaan
akan memudahkan para pelaku pem-
bangunan dalam mencapai target- target
yang telah ditentukan. Namun demikian,
untuk memastikan bahwa pencapaian
hasil agar sesuai dengan rencana maka
diperlukan adanya pengendalaian atau
pengawasan. Proses penyusunan rencana
pembangunan di Negara kita secara nor-
matif mengikuti sistem politik yang berla-
ku yakni sistem politik demokratis di-
mana sistem politik ini akan menjadi da-
sar semua kegiatan pemerintahan, terma-
suk kegiatan perencanaan pembangunan
yang senantiasa melibatkan semua
pemangku kepentingan dalam pemerinta-
han Negara. Diantara elemen-elemen
pemangku kepentingan yang utama ada-
lah pemerintah, masyarakat dan swasta.
Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pem-
bangunan Nasional, bahwa mekanisme
penyusunan rencana pembangunan, baik

di tingkat pusat maupun daerah dil-
akukan melalui mekanisme forum yang
disebut dengan musyawarah
perencanaan pembangunan Musrenbang.
Jadi Musrenbang merupakan forum antar
aktor dalam rangka menyusun rencana
pembangunan nasional maupun rencana
pembangunan daerah. Dari forum
Musrenbang tersebut akan menghasilkan
dokumen perencanaan pembangunan
yang berupa rencana- rencana pem-
bangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dil-
aksanakan oleh unsur penyelenggara
Negara dan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan za-
man dan kebutuhan untuk semakin mem-
buka ruang partisipasi dan aspirasi
masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan di daerah, rangkaian forum
musrenbang kini tak hanya diwujudkan
melalui instrument yang manual dan for-
mal seperti yang dilakukan selama ini. Ke-
hadiran E- Musrenbang merupakan se-
buah inovasi dalam sistem perencanaan
pembangunan daerah dengan menga-
dopsi perkembangan teknologi, informasi
dan komunikasi. E- Musrenbang dinilai
mampu membuka ruang partisipasi
masyarakat dari segala tingkatan untuk
memberikan aspirasi  terkait pem-
bangunan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Sudah banyak daerah yang
dinilai berhasil menerapkan sistem E-
Musrenbang sebagai salah satu instrumen
perencanaan pembangunan seperti Kota
Surabaya, Tangerang Selatan, DKI Jakarta,
Sumatera Selatan dan bahkan dalam
perencanaan pembangunan Nasional pun
Bappenas kini mulai menerapkan sistem
berbasis teknologi dan informasi terse-
but.

Penerapan Elektronik Musyawarah
Rencana Pembangunan atau E-
Musrenbang ini merupakan inovasi sis-
tem komunikasi antara pemerintah dan
masyarakat yang  diyakini  dapat
menyajikan data lebih akurat dan lebih
efektif ~ menyaring usulan  warga.
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Pemakaian E-Musrenbang mendorong
transparansi dan akutabilitas data usulan
yang masuk dari masyarakat (Leba,
2015). Pola sistem komunikasi E-
musrenbang ini bisa menjadi inovasi sis-
tem perencanaan pembangunan bagi In-
donesia dan seluruh kepala daerah
lainnya karena penerapan aplikasi Sistem
Informasi Manajemen Penganggaran dan
Pelaporan (Simral) e- Musrenbang
menyajikan data akurat, kegiatan yang
tepat sasaran, pengelompokkan jenis
usulan pekerjaan lebih mudah hingga
memperpendek waktu rekapitulasi data
usulan.

Dalam menginput data usulan pro-
gram  pembangunan yang  masuk
digunakan aplikasi Sistem Informasi Ma-
najemen Penganggaran dan Pelaporan
(Simral). Sesuai dengan namanya, Simral
meliputi perencanaan yang perwujudann-
ya adalah proses musrenbang tingkat Ke-
lurahan, tingkat Kecamatan, Tingkat Kota
(Forum SKPD dan Musrenbang Tingkat
Kota), bergulir terus menjadi KUA-PPAS
(Kebijakan Umum Anggaran- Penetapan
Plafon Anggaran Sementara), penetapan
RAPBD yang dirapatkan dengan legislatif,
sampai pada penetapan APBD. Masyara-
kat yang ingin mengetahui usulan
kegiatan di wilayahnya dapat dengan mu-
dah mengakses informasinya melalui si-
tus E- Musrenbang yang ada. Pada taha-
pan perencanaan dan pengganggaran,
dinamika perubahan sangat tinggi dan
komplek. Selesai ditetapkan sebagai KUA-
PPAS, alokasi anggaran dibahas dalam
acara rapat dengar pendapat (hearing)
antara legislatif dengan SKPD terkait,
yang berpotensi terjadi perubahaan da-
lam berbagai sisi. Dengan Simral setiap
kejadian perubahan tersimpan dan ter-
catat dalam Simral.

Dalam proses perencanaan ang-
garan, Simral menyusun dan mencatat
tiga tahap atau tiga jenis RAPBD - RAPBD
saat diajukan ke legislatif oleh Tim Ang-
garan Eksekutif, RAPBD persetujuan ber-
sama antara Eksekutif dan legeslatif, dan

APBD hasil revisi Pemerintah Provinsi.
Semua tercatat dalam Sistem. Pada saat
peyusunan DPA, setiap kegiatan yang dil-
akukan oleh SKPD dapat terpantau secara
real time. Pimpinan dapat memantau
secara real time SKPD mana yang telah
menyelesaikan DPA dan SKPD mana yang
belum, berikut dengan jumlah DPA dan
besaran anggaran yang dibuat dalam DPA
tersebut. Selesai tahapan perencanaan,
Simral meliputi aspek penatausahaan
keuangan. Pada wilayah ini diinput segala
bentuk kegiatan transaksi keuangan baik
dari sisi pendapatan maupun penge-
luaran. Proses belanja daerah yang dil-
akukan setiap SKPD seperti pembuatan
SPD, SPP, SPM, SP2D, Buku Besar dan se-
bagainya semua masuk dalam proses ma-
najemen Simral. Demikian pula dalam hal
proses pendapatan. Dengan diinputnya
segala aktifitas keuangan dalam sistem
yang online, maka progress pengeluaran
dan pendapatan daerah akan dengan mu-
dah diketahui dan tentunya akan menjadi
acuan dalam mengontrol keuangan dae-
rah serta memantau tingkat penyerapan
anggaran SKPD. Simral juga meliputi
Pelaporan yang wujudnya adalah
pelaporan akuntansi berbasis akrual,
yang merupakan pola pelaporan relatif
baru dari pola pelaporan akuntansi sebe-
lumnya yang berbasis kas. Setiap alur ker-
ja yang ada pada Simral mengacu pada
Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku, seperti Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keu-
angan Daerah, Permendagri Nomor 55
Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pena-
tausahaan dan Penyusunan Laporan Per-
tanggung Jawaban Bendahara Serta Pen-
yampaiannya, dan Permendagri Nomor
64 Tentang Penetapan Standar Akuntansi
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
Sistem aplikasi E-Musrenbang yang ber-
basis internet ini, sehingga penerapannya
tidak hanya sesuai dengan UU No. 25 ta-
hun 2004 tentang sistem perencanaan
pembangunan melainkan Inpres No. 3 ta-
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hun 2003 tentang Kebijakan Strategi Na-
sional E-Government.

Tentu hal ini menjadi daya tarik
masyarakat dalam mewujudkan
perencanaan pembangunan yang bersifat-
partisipatif dan berkualitas. Perencanaan
pembangunan secara transparan dan ter-
susun dengan baik. Sehingga masyarakat
bisa melihat dan memonitor pelaksa-
naannya. Dalam Undang-undang Nomor
25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional te-
lah dinyatakan bahwa perencanaan pem-
bangunan bertujuan untuk mengoptimal-
kan partisipasi masyarakat. Partisipasi
masyarakat dimaksudkan agar kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah menjadi
lebih memiliki legitimasi. Partisipasi
masyarakat untuk setiap kebijakan publik
adalah proses mengekspresikan gagasan.

Perencanaan sebagai proses yang
bersifat sistematis, terkoordinir dan
berkesinambungan, sangat terkait dengan
kegiatan pengalokasian sumberdaya,
usaha pencapaian tujuan dan tindakan-
tindakan di masa depan. UU No. 25 tahun
2004 menjelaskan bahwa pendekatan
politik dalam perencanaan pembangunan
terwujud dalam bentuk penjabaran agen-
da pembangunan yang ditawarkan presi-
den atau kepala daerah ke dalam rencana
pembangunan jangka menengah. Pen-
dekatan teknokratik merujuk pada
perencanaan yang didasarkan pada
metode dan kerangka berpikir ilmiah sua-
tu lembaga atau satuan kerja sesuai
dengan fungsinya. Perencanaan dengan
pendekatan partisipatif dilaksanakan
dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan terhadap pembangunan.
Dua pendekatan terakhir, yakni pendeka-
tan atas-bawah dan bawah-atas dil-
aksanakan menurut jenjang pemerinta-
han, yang dalam prosesnya terwujud da-
lam bentuk musrenbang di berbagai ting-
kat pemerintahan.

Sedangkan pembangunan yang ber-
muara pada pendekatan humanis adalah
suatu proses pembangunan yang mem-

berikan perhatian terhadap persoalan
peningkatan martabat kemanusiaan. Im-
plikasinya, pada persoalan etika, dan mo-
ralitas sebagai landasan dan tujuan pem-
bangunan. Artinya, sebagai landasan pem-
bangunan, dalam melaksanakannya ada
etika yang harus diperhatikan. Sedangkan
sebagai tujuan pembangunan, etika pem-
bangunan tersebut harus menjadi arah
dan sasaran pembangunan. Dengan
demikian maka akan tercapainya
perpaduan antara tatanan negara yang
demokratis dengan sikap dan perilaku
masyarakat yang manusiawi.

Menurut Magnis Suseno paradigma
pembangunan humanis memiliki 3 prin-
sip etis yaitu, pembangunan harus
menghormati hak-hak asasi manusia,
adanya pembangunan yang demokratis,
dan prioritasnya harus menciptakan taraf
minimum Kkeadilan sosial (Suseno, 1979).
Adapun tujuan pembangunan dari Pen-
dekatan Humanis antara lain, Human Cap-
ital, Growth With Equity, Social Capital &
Social Development, dan Human Develop-
ment (Tjokroamidjojo, 2001).

Berbicara mengenai inovasi sistem
perencanaan pembangunan berparadig-
ma masyarakat, salah satu kota di Jawa
Timur yang telah berhasil menggunakan
sistem E-Musrenbang dalam proses
perencanaan pembangunan sejak tahun
2010 adalah Kota Surabaya. Selama ku-
rang lebih 5 tahun, Kota Surabaya telah
berhasil menerapkan sistem berbasis
teknologi, informasi dan komunikasi ter-
sebut dan dinilai mampu memperluas
akses masyarakat dalam memberikan
usulan pada proses perencanaan pem-
bangunan.

Dalam sistem E-Musrenbang yang
dikelola oleh Badan Perencanaan Pem-
bangunan Kota  Surabaya, usulan
masyarakat terhadap proses perencanaan
pembangunan dapat dimulai dari tingkat
RW. Setiap RW memiliki akses untuk log-
in ke sistem tersebut dengan memberikan
2 usulan utama dan 1 usulan cadangan
dalam proses perencanaan pembangunan.
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Kemudian usulan dari RW tersebut
diteruskan ke Kelurahan. Kemudian dari
tingkat kelurahan, pihak kelurahan mem-
iliki kewenangan untuk memetakan usul-
an dan merencanakan usulan dari RW
sesuai dengan gambaran maupun peta
yang kemudian mengajukannya ke pihak
Kecamatan.

Setelah memperoleh pengajuan
usulan dari pihak kelurahan, pihak Keca-
matan pun memiliki kewenangan untuk
menolak atau menyetujui usulan. Jika te-
lah disetujui oleh kecamatan, maka usul-
an dapat dilanjutkan ke Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang kemudian akan
melakukan survei terhadap usulan-usulan
yang disetujui.

Berbicara mengenai hakekat otono-
mi daerah dan penyempurnaan sistem
perencanaan pembangunan antara lain
semakin dekatnya proses pengambilan
kebijakan dengan masyarakat dan se-
makin besar peluang partisipasi masyara-
kat di dalam perencanaan pembangunan.
Yang lebih penting lagi sebenarnya adalah
sejauh mana masyarakat peduli dan
mempunyai rasa memiliki atas kegiatan
pembangunan di wilayahnya. Rasa mem-
iliki akan terbangun ketika aspirasi yang
mereka sampaikan terakomodir di dalam
APBD. Mencermati secara singkat ter-
hadap sistem E- Musrenbang Kota Sura-
baya sebagai salah satu sistem
perencanaan pembangunan daerah, bah-
wa pentingnya keterlibatan masyarakat di
dalam penyusunan perencanaan pem-
bangunan sangat ditekankan dalam UU
25/2004. Pendekatan partisipatif yang
dianut undang-undang ini setidaknya
dapat dilihat dari empat pasal yang me-
nyebutkan partisipasi masyarakat di da-
lamnya (Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal
7). Jika dianalisa dalam proses E- Musren-
bang, ide dasarnya adalah membuka kes-
empatan yang luas kepada masyarakat
untuk memberikan usulan terhadap pros-
es pembangunan. Namun jika dilihat
secara mendalam bahwa proses pembu-
atan kebijakan masih tergantung pada

faktor ekonomi politik hubungan antar
kelompok instansi- instansi pemerintah.
Sehingga lebih jauh jika dikaitkan dengan
upaya pengentasan kemiskinan dan pen-
capaian sasaran-sasaran dalam Millenni-
um Development Goals (MDGs), tampak-
nya partisipasi yang telah berlangsung
dalam proses E-Musrebang masih jauh
dari harapan. Blair (2000) menyatakan
bahwa setelah partisipasi berjalan, masih
ada isu-isu selanjutnya yang perlu di-
tangani sebelum kemiskinan bisa teratasi,
yaitu representasi, pemberdayaan, dan
adanya distribusi manfaat untuk semua
pihak. Brinkerhoff dan Crosby (2002)
melihat partisipasi dari dua dimensi prak-
tis, yakni sisi suplai dan permintaan. Jika
partisipasi ingin berjalan efektif, mereka
memandang perlunya sisi suplai yakni
instansi penyelenggara untuk bersikap
menerima masukan dari pihak luar, trans-
paran, terbuka serta  mempunyai
kewenangan yang memadai. Dari sisi per-
mintaan, terjaringnya aspirasi masyara-
kat tergantung antara lain pada ling-
kungan yang kondusif untuk berlang-
sungnya partisipasi, adanya tradisi
partisipasi dan kemampuan masyarakat
dalam berkelompok dan menyampaikan
tuntutan mereka (Komarudin & Siagian,
2007). Sedangkan dalam hal keterwakilan
dan kemampuan menangkap aspirasi,
keterwakilan dalam akses E- Musrenbang
belum cukup menjamin aspirasi dari
bawah tersampaikan atau menjadi bagian
dari pengambilan keputusan di tahap se-
lanjutnya. Perlu dilihat sejauh mana wakil
masyarakat  merepresentasikan  ke-
lompoknya dan mempunyai kekuatan ser-
ta kemampuan menyampaikan aspirasi
dengan dukungan suasana yang kondusif.
Dalam proses penjaringan aspirasi, pelu-
ang untuk menyampaikan aspirasi belum
sepenuhnya diberikan secara luas kepada
masyarakat. Aspirasi atau usulan hanya
diberikan kepada beberapa pihak saja da-
lam hal ini elite di tingkat RW atau Ke-
lurahan. Selain itu, perubahan sistem
pemerintahan dan  penyempurnaan
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mekanisme serta proses penjaringan
usulan melalui sistem teknologi dan infor-
masi seperti E- Musrenbang ini tampak-
nya belum mengurangi peluang ter-
jadinya penyimpangan dalam
perencanaan pembangunan. Elite capture
sebagai suatu fenomena masih terjadi da-
lam setiap proses musrenbang. Dalam hal
ini elite capture dipahami sebagai suatu
sikap atau tindakan yang dilakukan orang
atau sekelompok orang untuk
mempengaruhi pembuatan kebijakan
atau keputusan agar hasilnya mem-
berikan keuntungan bagi mereka sendiri.
Secara lebih luas, fenomena ini tidak han-
ya terkait pada sistem tetapi juga manfaat
pembangunan, yang bentuknya dapat
berupa materi ataupun non materi, seper-
ti informasi dan bantuan pembangunan
lainnnya (Komarudin & Siagian, 2007).
Bagian yang seharusnya sampai kepada
masyarakat yang paling bawah dan yang
paling berhak (umumnya yang miskin)
tidak lagi utuh diterima. Sekalipun diakui
cukup sulit untuk membuktikan secara
jelas adanya penyimpangan dalam proses
E-Musrenbang, Misalnya, sekalipun usul-
an bersumber dari RW dan kelurahan,
tetapi yang memberikan validasi usulan
kepada pemerintah kota adalah kecama-
tan. Ada indikasi bahwa banyak usulan
dari tingkat RW dan kelurahan yang tidak
divalidasi oleh pihak kecamatan mes-
kipun usulan tersebut sangat dibutuhkan
masyarakat.

Meski terlepas dari berbagai keku-
rangan yang ada, sistem E- Musrenbang
setidaknya menjadi inovasi dalam sistem
perencanaan pembangunan di negara ini
dimana selama ini masyarakat
menginginkan sebuah forum atau kontak
sosial antara warga dengan pemerintah
dalam perencanaan pembangunan dae-
rah. Sistem yang berpijak pada trans-
paransi dan partisipasi masyarakat yang
luas telah mampu meringkas serta mem-
permudah proses penjaringan usulan
masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan selama ini.

Dalam hal transparansi, ada sisi pos-
itif dimana usulan- usulan yang disetujui
oleh pemerintah pun dibuka kepada pub-
lik agar masyarakat dapat mengawal
proses pembangunan di daerahnya. Sisi
positif lain dari E- Musrenbang antara
lain, mampu menjamin keakuratan data
rencana program dan kegiatan pem-
bangunan daerah, mampu memastikan
ketepatan sasaran kegiatan, mampu
mempermudah pengelompokan jenis
usulan pekerjaan, lebih mudah mem-
perkirakan kebutuhan anggaran yang
dibutuhkan atas usulan kegiatan yang di-
ajukan masyarakat dengan cepat dan te-
pat.

4. Kesimpulan

Perencanaan Pembangunan meru-
pakan bagian terpenting dalam proses
pembangunan di sebuah negara. Pasal-
nya, kualitas pembangunan akan dinilai
dari proses perencanaan yang tepat. Di
Indonesia, proses perencanaan pem-
bangunan berubah mengikuti perkem-
bangan rezim pemerintahan yang ada.
Setelah orde baru tumbang, perubahan
mendasar pada sistem pemerintahan
desentralistik otomatis merubah pula sis-
tem perencanaan pembangunan yang
didasari UU No. 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Na-
sional. Sistem perencanaan yang diatur
dalam UU No. 25 tahun 2004 dan aturan
pelaksanaannya menerapkan kombinasi
pendekatan antara top-down dan bottom-
up, yang lebih menekankan cara-cara as-
piratif dan partisipatif, sehingga hal terse-
but diwujudkan melalui proses musya-
warah perencanaan pembangunan atau
Musrenbang di berbagai tingkatan mulai
kelurahan hingga Nasional.

Seiring dengan era globalisasi dan
perkembangan modernisasi, dengan da-
sar tetap menjamin ketebukaan dan
partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan, maka lahir
sebuah inovasi perencanaan pem-
bangunan berbasis teknologi informasi
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yakni E- Musrenbang. E- Musrenbang la-
hir sebagai sebuah inovasi perencanaan
pembangunan berbasis IT untuk membu-
ka partisipasi masyarakat selebar- lebarn-
ya terhadap berbagai usulan pem-
bangunan. Di sisi lain, keberadaan E-
Musrenbang juga dinilai mampu memo-
tong proses- proses panjang penjaringan
usulan pembangunan di masyarakat agar
usulan yang masuk lebih tepat, terarah
dan akurat. Tentunya keberadaan E-
Musrenbang ini, penerapannya tidak han-
ya sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004
tentang sistem perencanaan pem-
bangunan melainkan Inpres No. 3 tahun
2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional
E-Government. Pun sistem E- Musrenbang
ini mampu dijadikan sebuah pelajaran
penting bagi perencanaan pembangunan
berparadigma masyarakat, dimana
masyarakat tidak hanya dijadikan objek
melainkan subjek pembangunan.
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